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ABSTRAK 

Judul: Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah 

Dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap 

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.) 

Isbat nikah merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pasangan 

suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama untuk 

mendapatkan pengakuan dari negara melalui sidang Pengadilan Agama, dan 

pernikahannya mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan di bawah tangan yang 

terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diisbatkan 

menurut ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara 

ini majelis hakim menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak 

menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus 

pencatatan pernikahannya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 

menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad baik, terdapat 

tiga rumusan masalah; 1) Bagaimana ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam 

dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?. 2) Apakah pertimbangan 

hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara No. 

95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap  pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah 

perkara No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yurudis, pendekatan 

normatif dan yurudis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

melalui hukum Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum 

Islam dan hukum positif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 

menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad baik, melalui 

analisis penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam literatur hukum Islam  

tidak dikenal adanya istilah isbat nikah, namun peristiwa yang belum disyariatkan 

hukumnya dan tidak ada bukti syari‟ yang menunjukkan kesalahannya, Jumhur 

ulama berpendapat bahwa, maslahah mursalah dapat dijadikan dasar 

pembentukan hukum. Isbat nikah diatur dalam peraturan perundangan yang 

berlaku di Indonesia untuk kepentingan tertib administrasi. Majelis Hakim menilai 

alasan para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-

sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, dengan alasan kesibukan dalam 

menjalani usaha sehingga para Pemohon tidak ada waktu untuk mendaftarkan 

pernikahan. Menurut hukum positif maupun hukum Islam, penetapan No. 

95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang 

ada di dalam KHI Pasal 4 yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan.” Dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan 

yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Dan ketika 

seorang hakim menolak permohonan isbat nikah padahal syarat-syaratnya sudah 

terpenuhi maka akan memberikan mudharat bagi pasangan suami istri. 

Kata kunci: isbat nikah, pertimbangan hukum hakim,maslahah mursalah, tidak 

ada iktikad baik, perkara nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw 
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MOTTO 

Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu,  

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu.  

Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahinya. 

QS. Al-Baqarah (2): 216 

 

“Semua perlu waktu dan proses,  

sabar dan jalani prosesnya sebaik mungkin.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ b be ب

 ta‟ t te خ

 sa‟ ś ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim j je ج

   ‟ha ح
 a  dengan titik di 

bawah) 

 kha‟ kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 ra‟ r re ز

 Zai z zet ش

 Sin s es ض

 Syin sy es dan ye ش

   Sad ظ
es (dengan titik di 

bawah) 

   Dad ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ta‟ ţ te (dengan titik di ط
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bawah) 

   ‟za ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain g ge غ

 fa‟ f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l „el ه

ً Mim m „em 

ُ Nun n „en 

ٗ Waw w w 

ٓ ha h ha 

 hamzah ‟ apostrof ء

ٛ ya‟ ye y 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

 َِ ا ٱىَّرِٝ َٖ أَُّٝ
َٰٓ  َٝ ditulis yā ayyuhallażīna 

ٚ ًَّ سَ ٍُّ  ditulis ajalim musamman أجََوٍ 

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis h 

صْيحََحِ  ََ  ditulis bil ma lahah تاِىْ

ْ  ditulis hikmah حِنٌَحَ

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain). 



 

ix 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

ءِ  يَِٞاْٗ لأَاَ َحَْانسََ  ditulis Karāmah al-Auliyā‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h. 

يْفطِسِْاَ نَاجْشَ   ditulis Zakah al-Fiţri 

 

D. Vokal Pendek 

 fathah ditulis فعََوَ 
a 

fa‟ala 

 kasrah ditulis ذمُِسَ 
i 

żukira 

َٕةُ   dammah ditulis ٝدَْ
u 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
fathah + alif 

 تدَاََْٝتٌُ

ditulis 

ditulis 

ā 

tadāyantum 

2 
fathah + ya‟ mati 

 تَّْسَٚ

ditulis 

ditulis 

ā 

tansā 

3 
kasrah + ya‟ mati 

 َِ  ٱىَّرِٝ

ditulis 

ditulis 

ī 

allażīna 

4 
dammah + wawu mati 

 َٰ٘ٓ ُْ ٍَ  ءَا

ditulis 

ditulis 

ū 

āmanū 
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F. Vokal Rangkap 

1 fathah +  ya‟ mati 

 ٍِ ْٝ َ  تدِ

ditulis 

ditulis 

ai 

bidainin 

2 fathah + wawu mati 

هُ  ْ٘  قَ

ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan  

Apostrof 

ًْ أَأَّْتُ  ditulis a‟antum 

ًْ طَنسَْتُُْ ىَئِ  ditulis la‟in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ا ه, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah. 

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya 

 ُُ  ditulis Al-Qur‟ān اىْقسُْاَ

اضُ ىْقَِٞا  ditulis Al-Qiyās 

 

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah 

Ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah dengan mengikutinya, 

dengan menghilangkan huruf  l (el) nya 
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ءُاىسَََّاَ   ditulis As-Samā‟ 

ىضََّْصُاَ   ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  

Ditulis menurut penulisnya 

ضِ  ْٗ ٛ اىْفسُُ ِٗ   ditulis Żawī al-furū ذَ

يسُّْحَّْا  إَْٔوُ  ditulis Ahl as-Sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh 

kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri 

bukan awal kata sandangnya. 

Contoh:  

 ُُ ِٔ اىْقسُْاَ ْٞ صِهَ فِ ّْ َُ اىَّرِٙ أُ ضَا ٍَ سُ زَ ْٖ   Syahru Rama ān al-lażī unzila fīh al-Qur‟an : ضَ

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a.  Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh 

penerbit, seperti judul Buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

Negara yang menggunakan huruf Latin, Misalnya Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh, dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 تسٌ الله اىسحَِْ اىسحٌٞ

اىحَد لله زبّ اىعا ىَِٞ, ّحَدٓ ّٗستعْٞٔ ّٗستغفسٓ, ّٗع٘ذتا لله ٍِ ضسٗز اّفسْا ٍِٗ سٞؤاخ اعَاىْا ٍِ ٖٝد 

الله فلا ٍضو ىٔ ٍِٗ ٝضيو فلا ٕا دٝئ, اضٖداُ لااىٔ الاالله ٗحدٓ لاضسٝل ىٔ ٗاضٖداُ محمدا عثدٓ ٗزس٘ىٔ,. 

 الَلَّهم صلّ  وسلمّ وبارِك علَ ى محمّد وعلىَ آله وصحبهِ ومن اهتدى بِهداه إِلىَ يوم الْقيامة. أمَّا بعد
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT, menciptakan semua makhluk serba berpasangan. Terlebih 

manusia yang diciptakan berpasang-pasang. Oleh sebab itu pernikahan merupakan 

fitrah hidup, tidak hanya fitrah hidup manusia, menikah merupakan salah satu 

ibadah terhadap Allah SWT. Pernikahan atau perkawinan adalah gerbang yang 

sangat sakral untuk membentuk keluarga. Saking sakralnya, di beberapa daerah 

khususnya Indonesia, melakukan prosesi adat untuk merayakan pernikahan 

dengan meriah dan tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Di Indonesia 

sendiri, pernikahan selain diatur di dalam adat istiadat dan agama, juga diatur 

dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

Perkawinan di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah siri 

merupakan fenomena yang masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia, 

bahkan di beberapa daerah nikah siri menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. 

Media masa sering mengungkap kasus seperti ini, baik secara terselubung maupun 

terbuka. Dalam banyak pilihan praktik perkawinan di bawah tangan masih 

dianggap lebih baik dari pada praktik “perzinahan”, bedanya mereka yang 

melakukan perkawinan di bawah tangan lazimnya dilakukan oleh mereka yang 

sesungguhnya secata materil mampu melaksanakan perkawinan secara wajar,
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artinya mereka yang tergolong masyarakat mampu dan umumnya justru dari 

kalangan terpelajar (intelek) yang memahami masalah hukum.
1
 

Sejak zaman penjajahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

pernikahan, talak, rujuk diharuskan dicatat menurut peraturan yang berlaku, 

seperti dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 

Tahun 1954. Adapun isi pokok undang-undang tersebur adalah sebagai berikut: 

1. Nikah, talak, rujuk yang dilakukan menurut agama Islam diawasi/diberitahukan 

kepada pegawai pencatat nikah (Pasal 1 ayat 1), maksudnya agar mendapat 

kepastian hukum. Di dalam negara yang teratur hal-hal yang kaitan dengan 

persoalan penduduk harus dicatat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan 

sebagainya. 

2. Yang berhak melakukan pengawasan ialah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) keharusan tentang pencatatan 

perkawinan dijelasakan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dan akibat dari penyimpangan 

dari pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2, yaitu “Perkawinan yang 

dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan 

hukum”. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 7 ayat 1, yaitu: “Perkawinan hanya 

dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”, 

ayat 2 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat 

                                                           
1
 Wannimaq Habsul, Perkawinan Terselubung: Di antara Berbagai Pandangan, (Jakarta: 

Golden Terayon Press, 1994), hlm. 8. 
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diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
2
 Sedangkan di dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa.” Sedangkan Pasal 2 ayat 2 dijelasakan, 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.”
3
  

Apabila sebuah perkawinan dilakukan dengan tidak adanya akta nikah 

karena ada suatu alasan seperti nikah di bawah tangan, maka Kompilasi Hukum 

Islam membuka kesempatan kepada pasangan  untuk mengajukan permohonan 

isbat nikah kepada Pengadilan Agama, sehingga pasangan tersebut mempunyai 

kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 Ayat 2 KHI menyatakan 

bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat 

diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”
4
 Sedangkan Pasal 7 ayat 3 KHI 

menyebutkan bahwa: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; 

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

2.  Hilangnya akta nikah. 

3.  Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

                                                           
2
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: 

Teras, 2011), hlm. 62. 

3
 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2. 

4
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2. 
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5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.
5
 

Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak 

mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, 

wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
6
 Isbat nikah 

merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah 

melangsungkan pernikahan secara agama untuk mendapatkan pengakuan dari 

negara melalui sidang Pengadilan Agama, dan pernikahannya mempunyai 

kekuatan hukum. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diisbatkan menurut ketentuan Pasal 7 

ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah 

berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat 

diisbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi 

Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima.  

Dalam persidangannya hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan 

menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk 

penetapan isbat nikah. Penetapan isbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan 

hukum bagi Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengeluarkan akta nikah 

dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata 

hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka KUA akan 

menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Pencatatan perkawinan ini 

                                                           
5
 Pasal 7 Ayat 3. 

6
 Pasal 7 Ayat 4. 
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penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Pengadilan Agama hanya 

dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah 

dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan 

perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan.
7
 

Dalam Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. terdapat permohonan 

isbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan para pemohon tidak 

menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus 

pencatatan pernikahannya. Dalam perkaranya para pemohon sudah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat-

syarat pernikahan serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan 

pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundangan 

yang berlaku. Namun pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar karena 

para Pemohon masih sibuk dalam menjalani usaha sehingga baik Pemohon I 

maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan Pernikahan sehingga 

tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. 

Selanjutnya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan 

nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti 

sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan 

untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan 

dengan Akta Nikah. Namun dalam penetapannya, Majelis Hakim menolak 

                                                           
7
 Sari Rafiqa, Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat 

Hukumnya Bagi Pemohon (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1b), Tesis 

Universitas Andalass (2016), hlm. 12. 
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permohonan tesebut. Bahwa alasan tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon 

adalah karena kesibukan dalam menjalani usaha sehingga baik Pemohon I 

maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan Pernikahan. Majelis 

Hakim menilai alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Para Pemohon tidak 

menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus 

pencatatan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral 

dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, dan tidak seharusnya 

diremehkan atau disepelekan. 

Majelis Hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah 

yang diajukan oleh pemohon dengan berbagai pertimbangan. Pemohon akan 

merasa senang jika permohonan isbat nikahnya dikabulkan karena sangat berguna 

untuk berbagai keperluan seperti mengurus akta kelahiran anak. Namun berbeda 

apabila permohonan isbat nikahnya ditolak oleh majelis hakim, pastinya pemohon 

akan merasa sedih karena tidak mendapatkan haknya. Alasan penulis menjadikan 

Pengadilan Agama Mempawah sebagai lokasi penelitian karena setelah peneliti 

mencari putusan yang menarik di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, akhirnya penulis menemukan perkara yang cukup menarik di 

Pengadilan Agama Mempawah yang sebelumnya penulis tidak menemukan di 

Pengadilan Agama manapun. Peneliti meyakini belum ada yang meneliti putusan 

tersebut dikarenakan belum ada yang pernah melihat dan mengunduhnya. Dengan 

dilakukannya penelitian ini, tentu memunculkan tulisan baru yang belum pernah 

diteliti sebelumnya dan dapat memberikan pengetahuan baru bagi penulis dan 

pembaca. Setelah tahu bahwa tidak semua permohonan isbat nikah dapat 
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dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dirasa penelitian ini sangat bermanfaat 

untuk menyadarkan akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan serta 

diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif hukum Islam dan 

hukum positif, hukum Islam sendiri yaitu dapat dilihat dari Nash Al-Qur‟an, 

hadis, pandangan ulama‟, kaidah fiqih, dan sejenisnya. Pendekatan hukum Islam 

yang penulis gunakan adalah maslahah mursalah, karena isbat nikah tidak 

ditemukan di dalam Al-Qur‟an maupun hadis. Secara mutlak, maslahah mursalah 

diartikan oleh ahli fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak 

disyariatkan oleh syar‟i, serta tidak ada dalil syar‟i yang menerangkan, dan 

membatalkannya.
8
 Isbat nikah merupakan kemaslahatan yang dituntut oleh 

kebutuhan, atau kebaikan, namun belum diyariatkan hukumnya, dan tidak ada 

bukti syara‟ yang menunjukkan kebenaran dan kesalahannya. Sehingga dengan 

maslahah mursalah ini diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang 

ada pada Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. Sedangkan perspektif hukum 

positif adalah dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  Dengan 

menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif  untuk mengetahui 

aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif yang erat hubungannya dengan 

penelitian ini, diharapkan mampu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 

dalam Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 

                                                           
8 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139. 
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Oleh karena itu penulis tertarik dengan permohonan isbat nikah yang yang 

diajukan kepada Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 23 Mei 2017 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Register 

Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.. Namun dalam perkara ini Majelis Hakim 

menolak permohonan isbat nikah dengan alasan pemohon tidak menunjukkan 

iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan 

pernikahannya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK 

PERMOHONAN ISBAT NIKAH DENGAN ALASAN TIDAK ADA 

IKTIKAD BAIK (ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP 

PENETAPAN NO. 95/PDT.P/2017/PA.Mpw)”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat  

merumuskan permasalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia? 

2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah 

pada perkara No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw.? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap  pertimbangan 

hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah perkara No. 

95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw.? 
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C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan 

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan 

isbat nikah. 

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap  

pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah  

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat berguna baik secara 

teoritis maupun praktis. 

a. Secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan dan pengetahuan dalam pengetahuan hukum pada umumnya, dan 

hukum keluarga pada khususnya, terutama mengenai isbat nikah. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pembaca serta masyarakat, khususnya pesangan suami istri yang belum 

memiliki akta nikah, supaya mengerti pentingnya pencatatkan perkawinan, 

serta diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian terkait permasalahan isbat nikah bukan merupakan persoalan 

yang baru, sudah banyak penelitian yang membahas tentang isbat nikah. 

Pembahasan-pembahasan tentang isbat nikah yang sudah diteliti menjadi rujukan 

telaah pustaka dalam penelitin ini. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

pelengkap dan bisa dijadikan rujukan baru untuk penelitian yang akan datang.  

Adapaun beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut; 

Pertama, Skripsi Akhmad Adib Setiawan yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi 

Putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2020/Pa.Wt) yang membahas tentang dasar hukum 

dan pertimbangan hukum hakim serta tinjaun hukum Islam terhadap penolakan 

permohonan isbat nikah yang terdapat di Penetapan Nomor: 

0033/Pdt.P/2020/Pa.Wt. di Pengadilan Agama Wates. Di penelitian ini dasar 

hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 2 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta pertimbangan 

hukum hakim dalam menolak permohonan tersebut adalah karena tidak adanya 

bukti di awal yang cukup diajukan oleh pemohon, hakim menilai juga tidak ada 

iktikad baik dari pemohon untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan 

tidak mengajukan saksi guna memperkuat dalil-dalilnya. Tinjauan hukum Islam 

terhadapat dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim adalah karena tidak 

adanya saksi yang menguatkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara 

pemohon, maka perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya. 
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Sehingga putusan hakim menolak penetapan permohonan isbat nikah tersebut.
9
 

Yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah dengan nomor perkara yang 

diteliti dan analisis penulis, penulis mengkaji penetapan No. 95/ 

Pdt.P/2017/PA.Mpw. di Pengadilan Agama Mempawah. Pada perkaranya hakim 

menolak permohonan isbat nikah dengan alasan para pemohon tidak menunjukkan 

iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan 

pernikahannya, jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara 

Akhmad Adib Setiawan, di mana hakim menolak permohonan isbat nikah karena 

menilai tidak ada iktikad baik dari pemohon untuk membuktikan keabsahan 

perkawinannya dengan tidak mengajukan saksi guna memperkuat dalil-dalilnya. 

Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis hukum Islam dan 

hukum positif.  

Kedua, penelitian yang dilakukan Sari Rafiqa yang berjudul penolakan 

hakim terhadap permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya bagi pemohon 

(studi kasus penetapan Pengadilan Agama Pariaman kelas 1b), Universitas 

Andalas 2016. Yang membahas tentang apa saja yang menjadi alasan penolakan 

permohonan isbat nikah oleh hakim Pengadilan Agama Pariaman dan juga akibat 

hukum dari penolakan permohonan isbat nikah. penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian ini disimpulkan bahwa alasan hakim dalam melakukan penolakan 

permohonan isbat nikah dalam Penetapan Pengadilan  Agama Nomor 

                                                           
9
 Akhmad Adib Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh 

Pengadilan Agama Wates (Studi Putudan Nomor: 0033/Pdt.P/2020/Pa.Wt), Skripsi Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Program Studi Akhwal 

As Syahsiyah, Yogyakarta: 2014. 
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0088/Pdt.P/2016/PA.Prm adalah terdapatnya halangan menurut peraturan 

perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Apabila terjadinya 

penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim maka perkawinan tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari 

pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling 

dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anaknya, dimana istri sulit mendapatkan 

hak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan 

tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan 

warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari 

suami maka istri serta anak sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, dan 

anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta 

nikah serta anak kesulitan mendapatkan hak-hak lainnya menyangkut kebutuhan 

anak tersebut.
10

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang 

menggunakan pendekatan normatif dan yuridis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dengan menggunakan maslahah 

mursalah dan hukum positif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 

menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad baik, 
 
 

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Raudlatul Hasanah, mahasiswa Magister 

Hukum Islam Fakultas Syari‟ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul “Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama 

Pamekasan”. Dengan inti pembahasannya adalah dasar alasan pengajuan isbat 

                                                           
10

 Sari Rafiqa, Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat 

Hukumnya Bagi Pemohon (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1b), Tesis 

Universitas Andalass 2016. 
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nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dan tinjauan sosiologis terhadap isbat 

nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam penelitian ini yang 

melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama 

Pamekasan adalah karena tidak memiliki surat akta nikah dengan alasan untuk 

mengesahkan pernikahan mereka (para pemohon) dan juga untuk pembuatan akta 

kelahiran anak. Analisis sosialnya karena kurangnya pemahaman masyarakat akan 

pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Mereka 

sadar akan pentingnya pencatatan nikah ketika anak-anak mereka akan memasuki 

jenjang pendidikan yaitu sekolah, dengan demikian mereka membutuhkan surat 

akta nikah.
11

 Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah alasan pemohon 

tidak mencatatkan pernikahannya karena para pemohon masih sibuk dalam 

menjalani usaha sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu 

untuk mendaftarkan pernikahan sehingga tidak pernah mendapat Buku Kutipan 

Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dan alasan mengajukan permohonan isbat 

nikah adalah para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat 

nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah 

pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan 

untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan 

dengan Akta Nikah. Namun dalam perkara ini permohonan ditolak oleh 

pengadilan tersebut dan menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif 

                                                           
11

 Raudlatul Hasanah, “Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama 

Pamekasan”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 

Program Studi Magister Hukum Islam, 2017. 
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yang berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh saudari Raudlatul Hasanah 

dengan menggunakan analisis sosiologis. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ana Harpiah yang berjudul 

Pertimbangan hukum hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di 

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara isbat nikah di 

Pengadilan Agama Yogyakarta serta dasar hukum pertimbangan hukum hakim 

dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara isbat nikah. hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh 

hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan 

serta perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan. Sedangkan untuk perkara isbat nikah yang dilakukan setelah 

berlakunya Undang-Undang Perkawinan dapat dikabulkan oleh sebab alasan 

perceraian dan memenuhi Pasal 7 HKI huruf (e) selain itu sebagai wujud keadilan 

substantif. Hakim dapat berijtihat di luar ketentuan prosesural demi terciptanya 

kemaslahatan bagi kepentingan pencatatan anak yang lahir dari pernikahan di 

bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.
12

 Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan penelitian pustaka 

dengan fokus pembahasan tentang  pertimbangan hukum hakim dalam menolak 

permohonan isbat nikah,  menggunakan tinjauan hukum Islam dengan pendekatan 

maslahah mursalah dan hukum positif terhadap  pertimbangan hukum hakim 
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 Ana Harpiah, Pertimbangan hukum hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di 

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Progam Studi Akhwal As Syahsiyah,Yogyakarta: 

2019. 
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dalam menolak permohonan isbat nikah Analisis Terhadap Putusan No. 

95/Pdt.P/2017/PA. Mpw. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ayu Ambar Wati tentang Tinjauan 

Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Yang 

Dilakukan Di Pengadilan Agama Wonosari. Menjelaskan tentang masih banyak 

pernikahan yang belum dicatatkan dikarenakan dulunya saat melangsungkan 

perkawinan para pasangan tidak mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA. 

Praktik yang dilakukan adalah pengesahan terhadap pernikahan yang telah 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam melalui bukti yang 

ada menjadi bahan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan 

yang telah diajukan.
13

 Letak perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis 

oleh penulis adalah tentang topik pembahasan, di mana skripsi di atas lebih 

terfokus kepada penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah dan pandangan 

hukum Islam dan hukum positif terhadap pengajuan isbat nikah sedangkan penulis 

membahas tentang  pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat 

nikah dengan tinjauan hukum Islam dengan pendekatan maslahah mursalah dan 

hukum positif terhadap  pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan 

isbat nikah Analisis Terhadap Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA. Mpw. 

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penulis jabarkan belum ada yang 

memfokuskan pada tema yang penulis teliti. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang 
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pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan 

alasan tidak ada iktikat baik. Di sini jelas berbeda dengan penelitian yang sudah 

ada baik dari segi tempat penelitian maupun objek yang dikaji. penulis meneliti  

pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah  dengan 

menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu maslahah mursalah dan hukum positif 

yang berlaku di Indonesia. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Isbat Nikah 

Kata isbat berasal dari bahasa arab yaitu الا ثبا ت yang artinya penetapan, 

pengukuhan, pengiyaan (isbat).
14

 Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa isbat adalah penyungguhan; penetapan; 

penentuan.
15

 

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang 

menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum 

nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Adapun menurut syara‟ 

nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan 

untung saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah 

bahtera rumah tangga yang sakinah. Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah 

penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
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 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), hlm. 145. 
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istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu 

sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, pada pernikahan seorang 

suami dan isteri yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan 

ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan 

Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

Di dalam ayat 2 disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat 

dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan 

Agama.”
16

 Pada Pasal 7 ayat 3 berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:  

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.  

b. Hilangnya Akta Nikah.  

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
17

 

Hukum di Indonesia tidak secara rinci menjelaskan tentang isbat nikah, 

namun ketentuan isbat nikah ini terdapat dalam beberapa pasal di Kompilasi 

Hukum Islam, yang selanjutnya penulis bahas di bab selanjutnya tentang 

gambaran isbat nikah seperti: pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, 

dan problematika isbat nikah. 
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 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2. 
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2. Pertimbangan Hukum Hakim 

Seorang hakim sudah terikat secara moral untuk 

mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang 

diambil di hadapan hukum, dan juga tanggung jawab terhadap masyarakat serta 

Tuhan Yang Maha Esa.
18

 Di dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas di 

bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat 

mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh 

hakim yang propesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga 

dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-

undangan.
19

  

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim 

sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam 

membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. 

Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka 

pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum (legal 
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theory) memegang peranan penting dalam membimbing  Majelis Hakim 

menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, 

yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa 

dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang 

berkepastian hukum dan bermanfaat. Dalam suatu putusan, pertimbangan 

hukum hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum 

hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari 

Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum hakim 

tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang.
20

 

Seorang hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara 

harus sesuai dengan hukum Islam dengan dasar Al-Qur‟an, Hadis, Qiyas, dan 

lain sebagainya, serta peraturan perundangan yang berlaku. Karena hakim 

dianggap mengetahui hukum dan hakim diberi kebebasan untuk menemukan 

hukumnya terhadap masalah atau perkara yang tidak terdapat pada peraturan 

yang berlaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

3. Tidak Ada Iktikad Baik 

Para pihak dalam membuat sebuah perjanjian harus dibarengi dengan 

iktikad baik, Peraturan iktikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 

ayat 3 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dilakukan 

dengan iktikad baik.” Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan 
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tolak ukur iktikad baik dalam BW. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri 

makna dan tolak ukur iktikad baik tersebut.
21

 

Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam sebuah perjanjian 

atau hukum kontrak di berbagai sistem hukum, namun asas iktikad baik 

tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabstrakan 

makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda 

baik dari persepektif waktu, tempat, serta subyeknya.
22

 

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian iktikad baik, penulis perlu 

menguraikan tentang iktikad baik, seperti pengertian iktikad baik, pemikiran 

filsafat tentang iktikad baik, pemikiran KUH Perdata (BW) tentang iktikad 

baik, pemikiran asas iktikad baik di beberapa negara, serta jenis-jenis iktikad 

baik yaitu iktikad subyektif dan iktikad baik obyektif. 

4. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 

Dalam penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. terdapat permohonan 

isbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan para pemohon tidak 

menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus 

pencatatan pernikahannya. Dalam perkaranya, para pemohon sudah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2014 dan telah memenuhi 

syarat-syarat pernikahan, serta tidak ada halangan atau larangan untuk 

melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan 
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perundangan yang berlaku. Namun pernikahan para pemohon tersebut tidak 

terdaftar karena para Pemohon masih sibuk dalam menjalani usaha sehingga 

baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan 

Pernikahan sehingga tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai 

Pinyuh Kabupaten Mempawah. 

Selanjutnya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan 

nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti 

sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai 

persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang 

berhubungan dengan Akta Nikah. Namun dalam penetapannya, Majelis Hakim 

menolak permohonan tesebut dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan para 

Pemohon adalah karena kesibukan dalam menjalani usaha sehingga baik 

Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan 

Pernikahan. Majelis Hakim menilai alasan yang demikian tidak dapat 

dibenarkan. Para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak 

bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, padahal pernikahan 

adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur 

hidup, dan tidak seharusnya diremehkan atau disepelekan. 

Pada Penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. inilah yang penulis 

deskripsikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif 
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dan yuridis melalui analisis hukum Islam dengan pendekatan maslahah 

mursalah dan peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Maslahah Mursalah 

Hukum Islam atau hukum syara‟ ialah seruan/ ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan 

perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan 

mengerjakan sesuatu,yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan 

meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau 

ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif), yang  berarti boleh 

dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan 

dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau rintangan terhadap yang 

lain. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia 

dengan manusia, dan manusia dengan benda.
23

 

Maslahah mursalah diartikan oleh ahli fikih sebagai suatu 

kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar‟i, serta tidak ada 

dalil syar‟i yang menerangkan dan membatalkannya.
24

 Perbedaan maslahah 

dan maslahah mursalah adalah maslahah mursalah merupakan salah satu 

macam pembagian maslahah berdasarkan keberadaan maslahah. Yang mana 

maslahah semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi terbagi kepada tiga 

macam yaitu: 1). Maslahah Mu Tabarah, 2). Maslahah Mulgah, 3). Maslahah 
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mursalah.25
 Dengan adanya pembagian maslahah ini, maka penulis 

menggunakan maslahah mursalah karena agar lebih khusus dalam 

pembahasan. 

Teori atau pendekatan yang digunakan penulis adalah maslahah 

mursalah, karena kemaslahatan yang muncul dengan tuntutan lingkungan dan 

kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syari‟ belum 

menyariatkan sesuatu hukum, dan tidak ada dalil syari‟ yang mengakui atau 

membatalkannya. Seperti yang dibahas oleh penulis kali ini tentang analisis 

penolakan permohonan isbat nikah, yang mana isbat nikah belum disyariatkan 

hukumnya dan tidak ada bukti syari‟ yang menunjukkan kesalahannya. Jumhur 

ulama umat Islam berpendapat, bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan 

dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam 

nash, ijma‟, qiyas, atau istihsan, maka hukum di dalamnya disesuaikan dengan 

kemaslahatan umum.
26

 Teori maslahah mursalah ini mengajarkan bahwa apa 

yang tidak diatur dalam Al-Qur‟an dan Hadis dapat dibuat aturan yang sesuai 

dengan kemaslahatan dan menghindari mudharat. 

6. Hukum Positif 

Secara terminologi, hukum positif berasal dari istilah “positive recht” 

dari bahasa Belanda. Terminologi hukum positif digunakan untuk 

membedakannya dengan terminologi hukum alam (natural law), dan juga 

untuk membedakaannya dengan terminologi hukum yang akan ada (ius 
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constituendum). Terminologi hukum positif  juga digunakan untuk 

membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-

norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang 

selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.  

Menurut Bagir Manan, hukum positif merupakan kumpulan asas dan 

kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan 

mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah 

atau pengadilan di Indonesia. Pengertian hukum positif yang demikian 

menunjukkan bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti 

hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas 

untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan 

masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki 

otoritas membentuk hukum. Pendapat ini berbeda dengan pandangan John 

Austin, yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkanya 

hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum 

positif berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang 

berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari 

pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari 

mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum 

dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (closed logical 

system).27 
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Dengan hukum positif ini, penulis menjabarkan ketentuan-ketentuan 

yang berhubungan dengan isbat nikah dengan menggunakan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islan di Indonesia, kemudian 

menganalisis permasalahan yang terdapat pada Penetapan Nomor 

95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa 

definisi operasional sebagai berikut: a) Isbat nikah adalah penetapan atas 

perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun belum atau tidak 

dicatatkan ke pejabat yang berwenang. b) Pertimbangan hukum hakim 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan 

hukum Islam dengan dasar Al-Qur‟an, Hadis, Qiyas, dan lain sebagainya, serta 

peraturan perundangan yang berlaku. Karena hakim dianggap mengetahui 

hukum dan hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukumnya terhadap 

masalah atau perkara yang tidak terdapat pada peraturan yang berlaku asalkan 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. c) iktikad baik menjadi asas penting 

dalam sebuah perjanjian atau hukum kontrak di berbagai sistem hukum, namun 

asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan 

keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang 

berbeda-beda baik dari persepektif waktu, tempat, serta subyeknya.
28

 Oleh 
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karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur iktikad baik 

tersebut. d) Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. merupakan salah satu 

hasil penetapan dari Pengadilan Agama Mempawah yang mana permohonan 

isbat nikah ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan para pemohon tidak 

menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus 

pencatatan pernikahannya. e) Maslahah mursalah diartikan oleh ahli fikih 

sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar‟i, 

serta tidak ada dalil syar‟i yang menerangkan dan membatalkannya.
29

 f) 

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak 

tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau 

khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di 

Indonesia.
30

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan alat atau instrumen yang digunakan oleh 

seorang peneliti untuk mengumpulkan data, informasi atau peristiwa empiris.
31

 

Dalam sebuah penelitian metode berfungsi untuk memberikan pedoman terkait 

tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami penelitian yang sedang 
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dilakukan.
32

 Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam menyususn skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) atau bisa juga disebut penelitian 

dengan menuliskan, mengklarifikasi,  dan menjadikan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tertulis.
33

 Pada kesempatan ini peneliti menulis, 

mengklarifikasi, dan menganalisis Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian yang terdapat pada skripsi ini adalah bersifat deskriptif 

analitik, yang mengungkapkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan 

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.
34

 Maksudnya adalah bahwa 

penulis nantinya mendeskripsikan masalah yang terdapat dalam Penetapan 

Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yaitu 

jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-

teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan 
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dengan permasalahan yang dibahas.
35

 Pendekatan normatif dan yuridis tersebut 

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma 

hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu 

aturan dengan aturan lain secara hierarki.
36

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dan yuridis melalui hukum Islam dan hukum positif, yaitu menelaah 

aturan-aturan hukum Islam yang dalam hal ini penulis menggunakan 

pendekatan maslahah mursalah, sedangkan hukum positif menggunakan 

peraturan perundangan yang berlaku guna mengetahui pertimbangan hukum 

hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad 

baik, analisis terhadap Penetapan Nomor No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 

4. Sumber Data 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan 

yuridis adalah bahan-bahan hukum (legal material) dikatagorikan sebagai 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Pada kesempatan ini penulis menggunakan bahan hukum  primer 

berupa Penetapan Pengadilan Agama dan juga peraturan perundangan seperti 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Serta bahan hukum sekunder yang erat hubungannya 
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dengan bahan hukum primer yang meliputi, hasil penelitian, buku, dan 

sejenisnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian  yang menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, 

studi kepustakaan atau dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang 

utama. Dalam hal ini, pengumpulan data dengan cara menyeleksi data atau 

bahan hukum, kemudian melakukan seleksi data, untuk kemudian melakukan 

klarisifikasi hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal ini 

dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan 

hukum satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari 

hasil penelitian.
37

 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun  data yang 

diperoleh, secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam 

ketegori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami.
38

 

Dalam penelitian ini penulis dalam menganalisa data menggunakan 

logika berfikir induktif dan deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari kasus-kasus individual (khusus) menjadi kesimpulan yang 
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bersifat umum. Sedangkan logika deduktif digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual 

atau khusus.
39

 Dalam hal ini penulis menganalisis terhadap Penetapan No. 

95/PDT.P/2017/PA.Mpw. dengan menggunakan pendekatan normatif dan 

yuridis melalui analisis hukum Islam dengan pendekatan maslahah mursalah 

dan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan 

skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan 

bagian-bagian skripsi.
40

 Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan skripsi ini 

ke dalam lima bab, sebagai berikut: 

Bab Pertama,  merupakan pendahuluan yang mengantarkan penelitian ini 

secara keseluruan.  Yang terdiri dari: a) latar belakang masalah atau yang melatar 

belakangi masalah ini, serta berisi tentang uraian mengapa penelitian ini perlu 

dilakukan. b) rumusan masalah, yang berisi tentang beberapa pertanyaan yang 

dijawab dengan melakukan penelitian. c) tujuan dan kegunaan, di bagian ini, 

diharapkan penelitian tersebut dapat berguna sehingga tercapai tujuan dari 

penelitian ini. d) telaah pustaka, yang berguna untuk mengetahui penelitian yang 

sudah ada, baik berupa skripsi, tesis, atau karya akademik lain, sehingga diketahui 

perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sehingga penelitian ini 

                                                           
39

 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 27. 

40
 Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018. 



31 

 

 
 

termasuk penelitian yang baru. e) kerangka teoretik atau biasa disebut dengan pola 

pikir dalam memecahkan masalah.  f) metode penelitian yang menjelaskan tentang 

langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa 

permasalahan di penelitian ini. g) sistematika pembahasan yang dapat 

memberikan gambaran awal tentang penelitian . 

Bab Kedua, pada bab ini berisi mengenai pengertian dari istilah-istilah 

yang berhubungan dengan judul skripsi dan membahas  tentang perkawinan, 

seperti: pengertian perkawinan, tujuan melakukan perkawinan, prinsip-prinsip 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Serta menguraikan pembahasan 

tentang isbat nikah, yang berisi tentang pengertian isbat nikah, dasar hukum 

melaksanakan isbat nikah, dan problematika isbat nikah. 

Bab Ketiga, menguraikan tentang profil dan Penetapan Pengadilan Agama 

Mempawah terhadap penolakan permohonan isbat nikah Register Nomor 

95/Pdt.P/2017/PA.Mpw., di bab ini juga berisi Profil Pengadilan Agama 

Mempawah, seperti: Sejarah pengadilan, Visi dan Misi Pengadilan Agama 

Mempawah, Tugas Pokok  dan Fungsi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama 

Mempawah. Juga mengidentifikasi serta menguraikan dasar yang menjadi  

pertimbangan hukum hakim dalam menentapkan Perkara Nomor 

95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw.. 

Bab Keempat, berisi tentang analisis dengan pendekatan hukum Islam dan 

hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan 

isbat nikah di Pengadilan Agama Mempawah dengan Register Nomor 
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95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. Dalam bab ini penulis dalam menganalisis menggunakan 

dua analisis, yaitu berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. 

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang berupa kesimpulan dari hasil 

penelitian yang menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan saran 

yang bersifat membangun yang berguna untuk perbaikan penulisan berikutnya.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah, yaitu: 

1. Di dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis tidak diatur 

dengan jelas aturan mengenai isbat nikah. Jelas di dalam Al-Qur‟an tidak 

ditemukan adanya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, namun 

ada salah satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan 

pentingnya pencatatan dalam transaksi seperti utang-piutang. Di dalam Islam 

sendiri, pernikahan sudah sah apabila pernikahan tersebut sudah sesuai dengan 

rukun dan syarat hukum Islam.  Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”.  Peraturan ini sejalan dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum 

Islam yang menjelaskan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Di dalam peraturan perundangan 

yang berlaku di Indonesia, masalah tentang isbat nikah tidak dijelaskan dengan 

rinci. Peraturan mengenai isbat nikah terdapat pada Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi 

Hukum Islam menenai perkara-perkara pengesahan nikah yang dapat diajukan 

ke Pengadilan Agama, seperti: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,  
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b. Hilangnya akta nikah,  

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,  

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan,  

e. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah 

pada perkara No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw. adalah Majelis Hakim menilai 

alasanan para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak 

bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, dikarenakan 

alasanan tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon adalah karena 

kesibukan dalam menjalani usaha sehingga para Pemohon tidak ada waktu 

untuk mendaftarkan Pernikahan.  

3. Menurut hukum Islam, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. belum 

sesuai dengan hukum Islam atau fikih, karena ketika seorang hakim menolak 

permohonan isbat nikah padahal syarat-syaratnya sudah terpenuhi serta tidak 

ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum 

Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 

akan memberikan mudharat bagi pasangan suami istri. Seorang hakim  atau 

penguasa juga harus mempertimbangkan maslahah rakyatnya, Seperti kaidah 

fiqih yang berbunyi:  

 تصسف الا ٍا ً عيٜ اىساعٞح ٍْ٘ط تيَصيحح
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Dan juga apabila ada suatu perbuatan yang mengandung dua kerusakan, maka 

hendaknya dipilih mana yang paling ringan. 

عٜ اعضََٖا ضسزا تازتنة اخفَّٖا  ْٗ  اذا تعازض ٍفسد تا ُ ز

Apabila permohonan isbat nikah ditolak padahal syarat-syaratnya terpenuhi 

atau status pernikahannya tidak diakui secara negara maka akan menimbulkan 

mudharat bagi pasangan suami istri. Sedangkan Menurut hukum positif, 

penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. tersebut kurang tepat karena belum 

sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 

yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan.” Jadi, dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan 

yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Dan 

untuk perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan, merujuk pada ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: 

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang 

Perkawinan”. Pasal tersebut merupakan payung hukum untuk melindungi bagi 

pasangan yang menikah siri setelah tahun 1974. 
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B. Saran 

1. Majelis hakim harus lebih berhati-hati dalam menangani perkara permohonan 

isbat nikah yang diajukan ke pangadilan, dengan lebih menggali nilai-nilai 

yang terkandung di dalam aturan yang berlaku dan dapat mengamati fakta yang 

terjadi. Sehingga dalam mengambil keputusan dapat memenuhi tujuan hukum 

yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

2. Pemerintah dalam hal ini yang bersangkutan seperti penyuluh, diharapkan lebih 

aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 

pencatatan pernikahan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari 

perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. 

3. Mengingat pentingnya akta nikah dalam sebuah hubungan pernikahan, maka 

ketika para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus sadar 

akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan, sehingga diharapkan tidak ada 

lagi pernikahan yang tidak dicatatkan. Sehingga dapat memberikan kepastian 

hukum kepada pasangan suami istri, anak, serta pihak yang bersangkutan, dan 

pernikahannya mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah 

dikemudian hari. 
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